SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 141/4251/SJ Tanggal 9 Agustus
2021 Hal : Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan
Pemilihan antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi (COVID-19),
pada angka S5 dan angka 6 untuk mencegah aktivitas yang
menimbulkan penyebaran atau Penularan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang membahayakan kesehatan masyarakat
pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan
penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak
tahun 2020;

. bahwa sehubungan dengan penundaan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
merubah Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



10.

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1409);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 54) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAMUJU NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017
Nomor 606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah dan diantara
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a),
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan secara serentak atau
secara bergelombang di seluruh desa pada wilayah
Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di Lingkungan Kabupaten yang
memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa

(2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam)tahun.

(3) Pemilihan Secara bergelombang sebagimana dimaksud ayat
(2) dilaksanakan dengan interval waktu sebagai berikut :

a. gelombang pertama tahun 2017;
b. gelombang kedua tahun 2021;
c. dihapus; dan

d. gelombang ketiga tahun 2024.

(4) Gelombang pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
huruf a, yang berakhir masa jabatannya tahun 2017 dan
tahun 2018.

(5) Gelombang kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
huruf b, yang berakhir masa jabatannya tahun 2019,
tahun 2020 dan tahun 2021.

(5a) Gelombang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, yang berakhir masa jabatannya tahun 2024.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati
menunjuk Penjabat Kepala Desa

(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berasal dari Pegawai Negeri Sipil diutamakan di
lingkungan kecamatan setempat dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 diubah, huruf d
angka 2 dihapus dan ditambahkan 1 angka dan huruf f
dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mamuju dan APBDesa.

(2) Biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dipergunakan untuk:

a. pengadaan surat suara ;
b. pengadaan kotak suara;
c. kelengkapan peralatan lainnya terdiri dari:
1. atk panitia kabupaten;
2. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya;
3. spanduk; dan
4. belanja cetak dan penggandaan.



d. honorarium panitia pemilihan:

1. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten
2. dihapus; dan
3. sub kepanitiaan di kecamatan.

e. biaya pelantikan; dan
f. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambahan 1 (satu)
ayat sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.

509

e

warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan
berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali mantan terpidana yang secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

berbadan sehat;

tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;

mengenal karakteristik sosial budaya lingkungan
wilayah Desa dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang
bersangkutan;

tidak sedang menjadi pengurus Badan Usaha Milik
Desa;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;

bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin
dari Bupati;

bagi TNI atau Polri yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa harus melampirkan surat izin untuk
mencalonkan diri dari atasan langsung sesuai peraturan
perundang-undangan.

memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala
Desa;



(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) huruf n, meliputi:

a.

b.

surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta
hitam diatas kertas bermaterai;

surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,;

surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas
bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat
menunjukan ijazah asli atau yang ijazahnya rusak;
fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju dan surat
bebas Narkoba dari BNN.

surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di
tempat domisili calon Kepala Desa;

daftar riwayat hidup;

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;

surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas
kertas bermaterai;

surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;

foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga
(KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;

pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar;

surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya
penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan
diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, yang
dibuat di atas kertas bermaterai,

. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil

proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh
tanggung jawab di atas kertas bermaterai;

. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di

atas kertas bermaterai;
surat pernyataan tidak sebagai pimpinan dan/atau
pengurus Partai Politik;

. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Badan

Usaha Milik Desa; dan
melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal
calon Kepala Desa.



(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri
sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus
mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.

(4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon
Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari
Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaan.

(5) Bagi PNS, Kepala Desa dan anggota BPD harus melampirkan
surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI MAMUJU,
ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 20

Disalin sesuai aslinya




